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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dokter Ahli Jiwa dalam proses 
peradilan dalam menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku tindak 
pidana dan kedudukan serta kekuatan hukum Dokter Ahli Jiwa sebagai 
Keterangan Ahli/Ahli dalam proses persidangan pidana. Metode penelitian yang 
digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif.Sumber data 
terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu data 
hukum primer dan sekunder.Metode pengumpulan data dengan wawancara dan 
observasi kemudian dianalisis kualitatif.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
peranan Dokter Ahli Jiwa sangatlah penting dalam menghindari keragu-raguan 
para penegak hukum dalam menentukan keadaan jiwa dari pelaku tindak 
pidana.Kedudukan Dokter Ahli Jiwa sebagai salah satu dari lima alat bukti yang 
sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1), sedangkan kekuatan hukum dari keterangan 
Dokter Ahli Jiwa ini hanya sebagai bahan pertimbangan hakim, karena yang 
menentukan pelaku tindak pidana itu di pidana atau tidak adalah hakim. 
 




This study aims to determine the role of psychiatrists in the judicial process in 
determining the inability of responsible perpetrators of criminal acts, the status 
and legal force psychiatrists as Information Expert/Expert in criminal 
proceedings. The method used is empirical juridical with descriptive research. The 
data source consists of primary data is the result of interviews and secondary data 
is data of primary and secondary law. Data were collected by interview and 
observation and then analyzed qualitatively. The results showed that the role of 
psychiatrist doctor is important in the avoidance of doubt the law enforcement 
agencies in determining the mental state of the offender. Notch specialists psyche 
as one of the five legitimate evidence in accordance with Article 184 paragraph 
(1), while the legal force of a psychiatrist is just as consideration of judges, 
because that determines the perpetrators of the crime in a criminal or not is judge. 
 








1.  PENDAHULUAN 
Menurut kodratnya, manusia dimana saja dan kapan saja sejak dilahirkan 
sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama.
1
 Untuk itu diperlukan 
hubungan atau kontrak antara masyarakat yang satu dengan yang lain guna 
mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya. Sebab itulah manusia 
membutuhkan suatu aturan dan tatanan yang dapat mengatur hubungan di antara 
manusia.
2
 Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha 
untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang 
ada padannya. Salah satu alat itu, menurut Roeslan Saleh, adalah “Hukum 
Pidana”.3 
Van Hamel menyebutkan, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan dasar 
dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan 
hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) 
dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan 
tersebut. Bertitik tolak pada definisi ini, dapat ditarik tiga masalah pokok dalam 
hukum pidana, yakni (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana, atau yang lazim disebut tindak pidana; (2) masalah pertanggungjawaban 
pidana dari orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana 
itu, atau disebut kesalahan; dan (3) masalah sanksi atau pidana.
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Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) ini adalah 
perihal seseorang yang dapat dibebani tanggung jawab atas sikap tindakannya, 
syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab sendiri menurut Van Hamel, yakni: 
(1) Keadaan psikologisnya adalah sehat, sehingga dapat mengerti akan:(a) Niat 
perbuatan, (b) Akibat perbuatan; (2) Haruslah dalam keadaan bebas untuk 
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Dalam KUHP, Pasal 44 yang berbunyi: 
(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung 
jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 
terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana. 
(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada 
pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu penyakit, 
maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu memasukkan ke 
rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. 
(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, 
Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 
Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi, di 
mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang dilakukan itu. Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban 
pidana harus diartikan sebagai adanya keadaan psikis dari seorang pelaku yang 
memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya, 




Patut diingat, bahwa pengetahuan atas kondisi kejiwaan seseorang amat 
terkait dengan dunia kesehatan di luar ilmu pengetahuan hukum. Artinya, yang 
berhak untuk menetukan apakah seseorang dalam kondisi sebagaimana 
digambarkan dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) tersebut adalah seorang dokter.
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Pada kasus yang kemungkinan terdapatnya ganguan kesehatan jiwa dalam diri 
pelaku tindak pidana, para aparat penegak hukum sangat memungkinkan hanya 
akan menduga-duga mengenai keadaan jiwa seseorang. Inilah yang menjadi 
permasalahan dari tujuan peradilan pidana, karena jika hal tersebut hanya 
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menggunakan dugaan yang disangkakan terhadap pelaku, maka kebenaran materil 
yang menjadi tujuan peradilan pidana tidak tercapai. 
Berdasarkan uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mengetahui peranan Dokter Ahli 
Jiwa dalam proses peradilan khususnya dalam menentukan ketidakmampuan 
bertanggungjawab pelaku tindak pidana dan mengetahui kedudukan dan kekuatan 
hukum Dokter Ahli Jiwa sebagai Keterangan Ahli dalam proses peradilan pidana. 
Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) Dapat 
memberikan pengetahuan penjelasan bagi masyarakat mengenai peranan Dokter 
Ahli Jiwa dalam proses peradilan khususnya dalam menentukan ketidakmampuan 
bertanggungjawab pelaku tindak pidana, (2) Dapat memberi gambaran mengenai 
peranan Dokter Ahli Jiwa dalam proses peradilan khususnya dalam menentukan 
ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana, dan (3) Dapat menjadi 
referensi bagi peneliti selanjutnya, dan memberikan sumbangsih pengetahuan 
serta pemikiran yang bermanfaat di bidang Ilmu Hukum yang kaitannya dengan 
penelitian ini. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis 
penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari 
wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer dan sekunder. Metode 
pengumpulan data dengan wawancara dan observasi kemudian dianalisis 
kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peran Dokter Ahli Jiwa dalam Proses Peradilan Pidana Untuk Menentukan 
Ketidak Mampuan Bertanggungjawab Pelaku Tindak Pidana 
Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu Masa Terang 
(Denkbeelden der Verlichting), pengaruh psikiater juga bertambah.
8
 Ini terbukti 
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akan banyaknya kasus pidana yang memerlukan keterangan psikiater dalam 
proses peradilan pidana, namun perlu dipahami bahwa sebagian besar penderita 
gangguan jiwa tidak melakukan perbuatan kriminal. Jumlah tindak kriminal yang 
dilakukan orang tanpa gangguan jiwa, lebih banyak dibanding jumlah tindak 
kriminal yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.
9
 
Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. 
Karenannya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan 
pula. Oleh sebab itu, karena pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya 
dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, 
kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya 
tidak normal. Jika hasilnya memang jiwanya tidak nomal, maka menurut Pasal 44 
KUHP, pidana tidak dapat dijatuhkan kepadanya. Jika pemeriksaan masih 
meragu-ragukan bagi hakim, itu berarti bahwa adanya kemampuan bertanggung 
jawab tidak dapat dijatuhkan, berdasarkan azas: “tidak dipidana jika tidak ada 
kesalahan”. 10  Selanjutnya, dalam proses peradilan pidana peran psikiater 
sangatlah penting, sebab dengan adanya psikiater para penegak hukum yang 
meragukan keadaan jiwa pelaku tindak pidana tersebut dapat meminta keterangan 
ahli dari seorang dokter jiwa:
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Menurut penulis dengan adanya saksi ahli yaitu ahli dalam bidang 
kedokteran jiwa sangatlah penting dalam membantu menghindari keragu-raguan 
yang biasanya dialami oleh para penegak hukum untuk menentukan 
ketidakmampuan bertanggung jawab si pelaku tidak pidana. Karena sering kali 
para penegak hukum ini hanya bisa menduga-duga apakah si pelaku ini benar-
benar orang dengan gangguan jiwa atau hanya pura-pura gila untuk dapat 
dibebaskan dari hukuman pidana. Selain itu untuk mencegah terjadinya 
kesewenang-wenangan dari penegak hukum di Indonesia. 
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Oleh sebab itu, dalam hukum pidana Indonesia telah mengatur mengenai 
keterangan ahli dalam proses persidangan pidana yaitu sebagai salah satu alat 
bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan hukum pidana di 
Indonesia dan peran dari dokter ahli jiwa atau psikiater dalam memberikan 
keterangannya tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
dalam peraturan lainnya. Mengenai peran dokter ahli jiwa dalam proses pidana 
akan penulis uraikan sebagai berikut: 
Pertama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dengan jelas telah mengatur mengenai kewajiban seorang 
ahli untuk hadir dalam persidangan saat dipanggil menurut undang-undang untuk 
memberikan keterangannya sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum 
pidana. Menurut penulis sanksi yang diberikan kepada ahli yang tidak mau datang 
adalah ahli yang dengan sengaja tidak hadir mau dalam persidangan, akan tetapi 
seorang ahli bisa menolak memberikan keterangan ahlinya meskipun ia sudah 
datang di persidangan, maka jika terjadi seperti ini ahli tidak dapat dikenai sanksi 
pidana seperti yang dijelaskan pada Pasal 224. 
Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana sudah memberikan penjelaskan mengenai keterangan ahli sebagai alat 
bukti yang sah. Menurut penulis pada Pasal 1 angka 28 telah disebutkan bahwa 
orang yang memiliki keahlian khusus dapat menjadi saksi ahli dalam persidangan, 
tentunya keahlian khusus seorang pskiater dalam bidang kejiwaan, akan sangat 
membantu dalam proses peradilan pidana yang ada dugaan bahwa pelaku tindak 
pidana tersebut menggalami gangguan jiwa. Sehingga peran psikiater di sini untuk 
menentukan ketidakmampuan seorang pelaku tindak pidana sangat diperlukan 
agar membuat terang suatu perkara tindak pidana. Apakah si pelaku memang 
mengalami gangguan jiwa atau tidak, dan apakah gangguan jiwa yang pelaku 
miliki berhubungan dengan tindak pidana yang pelaku lakukan.  
Dokter pemeriksa sebagai keterangan ahli dapat terkait visum et repertum 
yang dibuat ataupun diluar VeR berupa pertanyaan hipotik hakim. Dokter ahli 
jiwa diminta hadir di pengadilan, oleh karena dua versi. Versi pertama sebagai 
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saksi A charge. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum 
dimana keterangannya dapat menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. 
Versi kedua dokter ahli jiwa bertindak sebagai saksi A de Charge. Saksi ini 
dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau penesehat hukumnya sebagaimana 
telah dijelaskan dalam Pasal 65 KUHP bahwa Tersangka atau terdakwa berhak 
untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang memiliki keahlian 
khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. 
Keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar 
bagi nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Dengan 
demikian pada tahap pemerikasaan di pengadilan, baik jaksa maupun penasehat 
hukum tersangka dapat menghadirkan saksi atau ahli dengan ijin hakim. Seorang 
dokter dapat pula dipanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi, bila 
dinilai penyidik terkait langsung dengan kasus.
12
 Bentuk keterangan ahli psikiater 
yang diberikan pada proses persidangan ada dua macam yaitu surat keterangan 
dan Visum et Rapertum Psychiatricum (VeRP).
13
 
Ketiga, Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang 
dilakukan oleh psikiatris, maka selanjutnya membuat bentuk keterangan baik itu 
dalam bentuk surat keterangan ahli atau bahkan Visum et Rapertum Psychiatricum 
(VeRP) sebagai salah satu keterangan yang diberikan kepada penegak hukum.  
Dasar pembuatan VeRP selain dalam pasal pasal KUHAP juga diatur dalam Pasal 
150 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
Selanjutnya, yang dimaksudkan dalam Pasal 150 UU Kesehatan di atas 
adalah baik kasus pidana maupun perdata. Untuk kasus pidana antara lain pelaku 
tindak pidana yang terganggu jiwanya. Psikiater juga membuat VeRP pada korban 
pidana yang mengalami luka berat, di mana salah satu kriterianya adalah 
terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih (salah satu kriteria luka 
berat yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP). Selain itu juga untuk menentukan 
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Menurut penulis dalam Pasal 150 UU N0. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan ini, menjelaskan betapa pentingnya pemeriksaan kesehatan jiwa bagi 
pelaku tindak pidana yang terindikasi mengalami gangguan jiwa untuk diperiksa 
oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau biasa disebut sebagai psikiater. 
Penetapan status ketidakmampuan bertanggung jawab atau kecakapan hukum 
pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai 
keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesinya yang tentunya jauh dari 
keahlian dan kompetensi para penegak hukum dalam bidang kesehatan jiwa ini. 
 
Kedudukan dan Kekuatan Hukum Dokter Ahli Jiwa sebagai Keterangan 
Ahli/Ahli dalam Proses Persidangan Pidana 
Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Medicine), adalah penggunaan 
ilmu kedokteran bagi kepentingan pengadilan. Sementara itu, Ilmu Kedokteran 




Seorang dokter atau psikiater sebagai seorang ahli dapat didengar 
keterangannya dalam perkara-perkara pidana, pada umumnya dokter ahli jiwa 
hanya akan menghadapi di pengadilan negeri. Namun dalam banyak kejadian 
polisi atau yustisi berkepentingan dapat meminta pertolongan seorang dokter ahli 
jiwa. Seorang dokter ahli jiwa tidak perlu memenuhi setiap panggilan dan tidak 
semua pegawai polisi dan yustisi berwenang untuk meminta pertolongan seorang 
ahli. Tetapi jika panggilan dilakukan oleh seorang pegawai yang berwenang, 
seorang dokter harus memenuhi panggilan itu, tidak peduli apakah ia seorang 




Pasal 184 ayat (1) telah menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah 
ialah keterangan ahli, maka sebagai alat bukti yang sah keterangan ahli dapat 
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9 
 
diberikan pada tahap penyidikan dan penuntutan dan tahap pemeriksaan 
persidangan peradilan.  
Pertama, tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Psikiater atau dokter 
ahli jiwa dapat memberikan keterangannya pada waktu pemeriksaan yang 
dilakukan oleh penyidik atau bahkan penuntut umum yang dituangkan dalam 
bentuk surat keterangan atau Visum et Rapertum Psychiatricum (VeRP) dan dibuat 
dengan mengingat sumpah jabatannya. Jika tidak dilakukan pada saat 
pemeriksaan penyidik atau penuntut umum maka sesuai Pasal 186 KUHAP yang 
berbunyi keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang 
pengadilan, maka pada waktu pemeriksaan di persidangan, dokter ahli jiwa 
sebagai keterangan ahli akan dimintai keterangannya dan dicatat dalam Berita 
Acara Persidangan. 
Sebagaimana contoh kasus pencurian yang dilakukan Sulami adalah 
termasuk tindakan otomatisme, yaitu keadaan di mana tersangka tidak sadar 
dengan perbutan pencurian yang dilakukannya tersebut. Menurut penulis 
tersangka tidak dapat menahan rasa ingin mengambil akan tetapi setelah kejadian 
itu ia tak sadar ini terbukti dengan catatan rekam medis kejiwaan terdakwa yang 
pernah memang dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Mungkin ini 
hampir sama dengan kasus kleptomania yang suka mencuri, akan tetapi ada 
perbedaan dengan gangguan kleptomania dapat mengingat secara jelas bagaimana 
ia mencuri tapi ia hanya tidak dapat menahannya. Jika dilihat dalam kasus Sulami 
ini hanya berhenti pada tahap penyidikan saja karena sudah terbukti Sulami 
mengalami gangguan jiwa epilepsi yang mempengaruhi tidakan pencuriannya itu. 
Penulis setuju dengan keputusan penyidik yang memberhentikan kasus 
pencurian Sulami ini dalam tahap penyidikan saja sehingga tidak sampai pada 
tahap persidangan. Karena hal yang dilakukan oleh pelaku Sulami ini disebabkan 
oleh gangguan jiwa yang dimiliki Sulami, sehingga dari gangguan kejiwaan 
tersebut ia melakukan perbuatan pidannya yaitu berupa perbuatan pencurian yang 
dalam melakakukannya pelaku Sulami tidak menyadari perbuatannya tersebut. 
Setalah Sulami sadar dan mengetahui perbuatannya ia merasa menyesal. Bahkan 
kejadian serupa juga menimpa tetangga-tetangga Sulami yang barangnya diambil 
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secara tidak sadar oleh Sulami, tetapi mereka sudah terbiasa dengan gangguan 
kejiwaan yang dialami oleh Sulami ini sehingga tidak pernah ada laporan dari 
mereka mengenai pencurian yang dilakukan secara tidak sadar oleh Sulami 
tersebut. Apalagi barang tersebut hanya disimpan dan dikembalikan kembali jika 
diminta oleh pemiliknya. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa peran 
psikiater dalam menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku tindak 
pidana memang sangat diperlukan dalam proses peradilan pidana. 
Kedua, tahap pemeriksaan persidangan peradilan. Hakim berwenang 
memanggil dan mendengar keterangan dari seorang ahli di muka persidangan, 
apabila memang dianggap oleh hakim sangat memerlukannya. Ini sesuai dengan 
Pasal 1 butir 28 KUHAP. Seperti contoh kasus yang pernah ditangani oleh dokter 
ahli jiwa dr. Adriesti Herdaetha, Sp, Kj. MH. di Rumah Sakit Jiwa Daerah 
Surakarta yang telah sampai pada persidangan pidana dan sudah mendapat 
putusan yang sah dan mengikat oleh hakim, yaitu mengenai kasus gangguan 
identitas disosiatif. 
Patut diingat bahwa keterangan ahli kedokteran jiwa atau psikiatris adalah 
sebagai alat bukti saja, akan tetapi keterangan ini tidak dapat dikesampingkan 
dalam fakta persidangan. Artinya sebagai alat bukti keterangan ahli memiliki 
kedudukan hukum yang besar dalam proses peradilan pidana, karena dalam proses 
peradilan pidana banyak sekarang ini dijumpai kasus yang pelakunya terindikasi 
mengalami gangguan jiwa. Tentunya keahlian psikiater dalam bidang kesehatan 
jiwa ini tidak dapat dikesampingkan bergitu saja, karena ini berbeda dari bidang 
yang dimiliki oleh para penegak hukum. Dalam proses peradilan pidana ini 
tentunya yang menentukan apakah tersangka yang mengalami gangguan jiwa 
menurut psikiater untuk di pidana atau tidak adalah hakim sendiri, akan tetapi 




Pertama, peran dokter ahli jiwa atau psikiater dalam proses peradilan 
pidana untuk menentukan ketidak mampuan bertanggung jawab pelaku tindak 
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pidana berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab seperti yang diatur 
dalam Pasal 44 KUHP, maka dari itu keterangan ahli dari dokter ahli jiwa 
sangatlah penting dalam menghindari keragu-raguan para penegak hukum dalam 
menentukan keadaan jiwa dari pelaku tindak pidana tersebut. 
Kedua, kedudukan keterangan ahli dokter ahli jiwa dalam persidangan 
adalah sebagai salah satu dari lima alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 
ayat (1). Dalam memberikan keterangan ahlinya dokter ahli jiwa akan 
membuatnya dalam 2 macam bentuk keterangan, yaitu dibuat tanpa melakukan 
observasi saat itu juga, sehingga ada kemungkinan pelaku tindak pidana berpura-
pura mengalami gangguan jiwa,Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP) dibuat 
berdasarkan sumpah dan melalui observasi selama 14 hari dan dapat diperpanjang 
selama 14 hari lagi apabila belum selesai.  
Ketiga, kekuatan hukum keterangan Ahli Dokter Ahli Jiwa (Forensic 
Psychiatry)dalam persidangan pidana adalah penggunaan ilmu kedokteran jiwa 
untuk kepentingan pengadilan. Keterangan ahli dapat diberikan pada tahap 
penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan persidangan peradilan. Pada 
tahap pemeriksaan persidangan hakim berwenang memanggil dan mendengar 
keterangan ahli apabila dianggap oleh hakim sangat memerlukannya seperti yang 
di jelaskan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP. Keterangan ahli dari dokter ahli jiwa 
ini hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim, karena yang menentukan 
pelaku tindak pidana itu dipidana atau tidak adalah hakim. 
 
Saran  
Pertama, bagi Dokter Ahli Jiwa. Dokter ahli jiwa/psikiater khususnya di 
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, hendaknya melakukan observasi terhadap 
pelaku tindak pidana yang di duga mengalami gangguan jiwa secara mendetail 
dan mendalam. Agar terhindar dari kesalahan diagnosis kejiwaan pelaku tidak 
pidana tersebut. Dan memberikan keterangan yang disertai dengan apakah tindak 
pidana yang pelaku lakukan berhubungan dengan kesehatan jiwanya. 
Kedua, bagi Penegak Hukum Indonesia (Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Kehakiman). Penegak hukum apabila merasa ragu-ragu dengan keadaan kejiwaan 
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pelaku tindak pidana sebaiknya meminta keterangan dari ahli di bidangnya yaitu 
dokter ahli jiwa. Patut diingat bahwa pengetahuan atas kondisi kejiwaan sesorang 
amat terkait dengan dunia diluar ilmu pengetahuan hukum yang di miliki oleh 
penegak hukum sendiri, maka bagi hakim khususnya untuk tidak 
mengesampingkan keterangan ahli dokter ahli jiwa dalam membuat putusannya. 
Ketiga, bagi Pemerintah. Pemerintah seharusnya memberikan peraturan 
yang lebih jauh mengenai penggantian biaya saksi atau ahli ini yang telah diatur 
dalam Pasal 229 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal ini memang telah mengatur 
mengenai penggantian biaya untuk saksi atau ahli yang di panggil untuk dimintai 
keterangan di peradilan. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada undang-undang 
pelaksanaannya dan hanya banyak ditafsirkan sebagai pengganti biaya 
transportasi dan akomodasi. Oleh karenanya bukan tidak mungkin ahli meminta 




Skripsi ini, penulis persembahkan kepada orang tua saya tercinta atas doa, 
dukungan yang penuh dan juga penantiannya, kakak tersayang, sahabat-sahabatku 
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